
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

: g</{6JeJqli:o-lf-
:3

APBD Denpasm Dirancang Rp 1,8 Triliun Lebih

WALIKOTA l8 8ai Mantra salami anggota dewan usai rapat paripurnu, k".urinf '"

Walikota Rai Mantra juga rnenyam-
paikan belania hibah kepada badan/lem-
baga/organisasi kemasyarakatan dan ke-
lompok masyarakat dirancang meningkat
sebesar Rp 28,96 miliar lebih Dari ang-
garaninduksebesarRpT2,36 mityartebih
menjadi 101,33 milyar lebih. Demikian
juga untuk bantuan sosial dalam RAPBD
perubahan ini dirancang meningkat dari
anggaran induk sebesar RO 2,67 milial
lebih menjadi Rp 3,27 mitiar lebih pada
anggaran perubahan.'lntinya bagaimana
alokasi anggaran dalam APBD Perubahan
tahun ini kami pergunakan lebih banyak
untuk program-program pembangunan
yang pro rakyat," prlngkas Rai Manka.@

meningkat sebesar
dari anggaran indul

miliar lebih. Denoan
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Bappeda Gerah dengan Pernyataq

Diskop danUI0{ Karangasem v

* Soal Dana Operasional DiPangkas
AMLAPURA, NU.
saBali

Kepala Bappeda
Karangasem I Ketut
Sedana Mertha men-
gaku tersinggung
atas sikap Kadis
Koperasi dan UKM
I Nengah Mindra,
terkait realisasi
anggaran di APBD
2015. Dalam per-
nyataannya Mindra
menyebutkan, sebe-

. NUSABAI 

'NANTRAI Ketut Sedana lvlgt!.

Karangasem telah
lama masukgudang.
Sehingga terancam
mandeg melakukan
pembinaan.

Sedana Mertha
pun kemarin mem-
bantah pernyataab
Mindra. "lni bukti-
nya, di APBD 2015
ada dana Rp 70 juta
untuk bahan bakar
minyak di Dinas
Koperasi dan UKM,

lum menyusun draf APBD 2015,
sempat mengusulkan. anggaran
untukbahan bakar minYak (BBM)
Rp 30 juta, ternyata terPangkas
tinggal Rp 1,9 juta.

Sedana Mertha membantah
pernyataan Mindra dengan bukfi
yang terealisasi di APBD 2015. Se-

hingga antara pernyataan dengan
realisasi di APBD bertentangan.
Sedana Mertha membeberkan
hal itu di Amlapura, Rab,t (29 /7).
Dalam pernyataan sebelumnya,
Rabu (2217) Mindra menyebut-
kan, dana bahan bakar minYak
di tahun 2015, RP 1.,9 juta, hanYa
cukup untuk seminggu di saat
musim MT (raPat anggota tahu-
nanJ Koperasi dan LPD. Sedangkan
di kantornya, ada tiga kendaraan
roda empat dan 11 sePeda motor.
Kendaraan roda empat untuk Ka-
dis Koperasi, Isuzu Fanther DK 33
S, koplingnya rusak, moil rakitan
tahun 2005 tersebut, masih masuk
bengkel.

Sedangkan Suzuki Escudo DK
1.232 S untuk Sekretaris Dinas
Koperasi, kondisi tidak laYak
pakai. Begitu juga Suzuki carry
DK 1606 S, dalam kondisi kero3

berarti usulannYa di atas itu.
Bagaimana mungkin di salah
satu SKPD belanja BBM setahun
hanya Rp 1,9 juta, tidak masuk
akal. Sebenarnya kami enggan
berpoiemik, hanya meluruskan,"
kata Sedana Mertha.

Di samping itu kata Sedana
Mertha ada dana biaya mengurus
STNK untuk empat unit kendaraan
roda empat Rp 6 juta, dan 14 unit
sepeda motor Rp 21 juta. Untuk
penggantian suku cadang RP 45
juta, dan biaya perawatan kenda-
raan bermotor Rp 187 juta. "Kalau

mengatakan sepeda motor masuk
gudang lalu biaya perawatannya
habis terpakai, lalu bagaimana
pertanggungjawabannYa. Kan
nanti bisa jadi temuan, sebaiknYa
berkoordinasi dulu, jangan lang-
sung memberikan pernYataan ke
publiki' pinta Sedana Mertha.

Mengenai usulan dana Peren-
canaan membangun gedung ber-
lantai III Rp 500 juta, di APBD Pe-

rubahan 2015, dari Dinas KoPerasi
dan UKM, kata Sedana Mertha,
memang lagi tidak ada anggaran.
"Kami mengurus usulan semua
SI(PD. Sebelum masukke drafAPBD

pos. Sedangkan lL sepeda motor mesti menggelar rapalmelibatkan
yang selaml ini untukpembinaan fall"(]ip Anggaral Pendapatan
'di SiZ Kop"."si dan 190 LPD se- D"g=!li l"njltny, tuk19
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Dugaan Korupsi PD Parkir Kota Denpasar&

Diperiksa, Kadispenda

NgakuTidakTahu
DENPASAR, NusaBali

Sesuai jadwal, penyidik
Kejaksaan Negeri IKejariJ
Denpasar akhirnya mela-
kukan pemeriksaan te-
rhadap Kepala Dinas Pen-
dapatan Daerah iDis-
penda) Kota Denpasar,
Dewa Nyoman Semadi
pada, Rabu (29/7) terkait
dugaan korupsi di PD
Parkir Kota Denpasar. Na-
mun tidak banyak kete-
rangan yang diperoleh
karena pengelolaan PD
Parkir tidak bersentuhan
langsung dengan Dispenda.

Fejabat yang traru bebe-
rapa bulan menjabat seba.-
gai Kadispenda ini datang
ke Kejari Denpasar pada,
Rabu siang sekitar pukul
13.30 Wita. Dewa Nyoman
Semadi langsung d iperiksa
penyidik selama satu jam
hingga pukul 14.30 Wita.
Kasi Intel Kejari Denpasat
Syahrir Sagir mernbena-
rkan pemeriksaan ini. "Ya.
Tadi sudah kami pcriksa,".
jelasnya saat ditemui di
rua nga n nya.

Ia mengatakan dalam
pemeriksaan tidak banyak
keterangan yang diperoleh
dari Kadispenda Kota Den-
pasar, Semadi. Pasalnya,
saat dibanyakan terkait pe-
ngelolaan parkir selama
ini, Semadi mengaku tidak
banyak tahu. "Dia tidak
tah,u. Karena pengelolaan
keuangan PD Parkir lang-
sung masuk ke Bagian Ke-
uangan Pemkot Tidak me-
lalui Dispenda," tegasnya.

Syahrir mengatakan
pihaknya masih akan me-
lanjutkan penyelidikan
terkait kasus PD Parkir

yang disebutnya sudah
menemui titik terang. Be-
berapa saksi lainnya juga
akan diperik'sa dalam ka-
sus ini termasuk nan-
tinya audit yang akan
dilakukan oleh BPKP
Wilayah Bali.

Sebelum melakukan pe-
meriksaan terhadap Ka-
dispenda, penyidik juga
sudah memeriksa Sekre-
taris Kota [Sekkot) De-
npasar, AA Rai Iswara.
Kajari Denpasar, Imanuel
Zebua yang sempat di-
temui beberapa waktu lahr
mengatakan Rai Iswara
diperiksa terkait Perda,
MoU antara Pemkot Den-
pasar dan PD Parkir serta
penggunaan rekening serta
aturan-aturan lainnya
dalam pengelolaan parkir.
"Saya minta ketegasan
kepada Sekkot sebagai
eksekutif apakah peng-
gunaan rekenlng ini sudah
benar, apakah MoU sudah
benar juga soal Perda.
lawabannya, ada yang
boleh, ada yang tidak boleh
dan ada juga yang dijawab
tidak tahu," jelasnya saat
ifu.

Saat didesak terkait ke-
simpulan pemeriksaan
Rai Iswara, dijelaskannya
kebanyakan yang tidak
benar.alias banvak me-
nyalahi aturan. Pasalnya,
dalam pengelolaan PD
Pa.rkir itu harusnya ada
Perda Pajak Parkir. "Teru^
tama untuk parkir pela-
taran yang belum ada atur-
annya, Karena menurut
Pak Sekda harus ada Perda
yang mengaturnya," beber
Zebua. 6 rez
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Dugaan Korupsi Pipanisasi Karangasem

MantanPPTK

DENPASAR, NusaBali minggy untuk menyi"pkll
- -K;tG a;saan korupsi pi- qFdt 1ia1 \uasa 

hokum IB

p";i;;;id"G;i";d;kfi; ia" '. bt'"; Dalim dakwaan diiel-

Bagus Made Oka v"ng -l.i,l 
' 

a6kan terdakwa lB Made Oka

oi["n tn"nan ppix tbei"uit asa-l.Baniar B-rahmana'

Filil;;;'i;k;i; K;;iJ;i Sibetan' Bebandem' Ka-

;k-[i;;t; dituntut z't"rtui ra.ncls9q ini awalnva ditun-

;;;i;; or"r, ."i"rit ttiti- iuk oleh.Fupati Karangasem'

F"ngiail"n Tipik6r p"tp"l"i wayan.Q"^T.d"n pada 2008

pada, Rabu (2g/7). 
rPoJqr 

s"Ul"g"i pptr d'ahm proyek

Dalam amar tuntutan yang peng-adaan konstruksi air
dibacakan ;atsa renu'ntu? berJihdan pengembanganair

tj-u- 11eU;, eutu Gede Ju- minum di Karangasem' 
,

ri"iij"r'lii"labkan;ir.ii"'.a- Dalam provek.ryl9.."5"^"
akwa terbu(ti secari sah dan memasang pipa untuk me-

mevakinkan Uurs"t"nl"il- ngaliri aii di empat-k'e.qa-

;;i'"H ;;fu;;;;;i";;;; m"atan seP,alialq 62 kiro-

a;;;P;t;il;y;iuna"tle- m.eter ini diikuti 16 peserta

u;;G;-;t";iii arttn-iste bhngdengan 13 perusahaan

t"r-t" 
"? 

t ip i r.o r t"t 
"g" 

i." yan{ hngs-u n-g me.ngaj ukan

u"rn iEf"ft'diubah a"ll- aii- peftawaran' Saat itu' pen-a-

'"iil?ri.""ilailii"J;". zo warlq terendah dilakukan Pr

tahun 2001,tentang ;;;- WaskitKarya bekerjasama

bahan tipikor Jo pasal si "ylt t,ng"n PT Drlta x3tyl Flg"l
i te1 ii'uCp;j'o fasal 6i;i;i nihf penawara!3P ?9'!- ^i1KUHP. 

- -J-- Iiar'SementaraPTAdhiKarya
Sebelummembacakantunt- menawar lp _zJ pjJt"I; \"

"t"tt,-ipu -u*u"."iln-iiif mun saat itu PT Adhi Karya

memberatkan, yaitu perbua' yang dimenangkan dan PT
tan terdakwa tidak mendu- Waskita Karya diiSlikan ca-
kung upaya pemerintah dahm dangan. :'
pemberantasan korupsi. Se- Setelah membuat perjan-
mentara pertimbangan meri- jian yang ditandatangani Ka-
ngankan terdakwa bersifat dis PU, Arnawa dengan Kepala
kooperatif, berjanii tidak Divisi VII PT Adhi Karya,
menguhngiperbuatrnnyadah Imam Wijaya Santosa (ter-
merupakan tulang punggung sangka dalam berkas terp-
keluarga. isahJ, proyek yang melintas

"Memohon majelis hakim di empat kecamatan, yaitu
agar menjatuhkan pidana pa- Karangasem, Abang, Kubu
da terdakwa selama 2 tahun. dan Manggis itu dimulai.
Dikurangi selama terdakwa Dalam pemasangan pipa
dalam tahanan, dengan pe- inilah akhirnya ditemukan
rintahteap ditahani'ielas.lPU penyelewengan. Pasalnya, PT
dalam amar tuntutannya di Adhi Karya menggunakan
hadapan majelis hakim pim- pipa yang tidak sesuai dengan
pinan Hasoloan Sianturi. kontrak. Namun terdakwa' 

Usai untutan, IB Oka mela- menyetujui hasil pelaksanaan
lui kuasa hukumnya Nyoman pekerjaan tersebut, yakni PT
Sukardana dan Hidayat me- AdhiKaryayangjuga.diseurjui
nyatakan akan melakukan konsultan pengawas CV Tri
pleidoi [pembelaanJ dalam Mata Design. Padahal ba-
sidang selanjutrya yang di- hannya tidak sesuai dengan
jadwalkan pada, Rabu [5/8) perjanjian dan bertentangan
mendatang. dengan ketentuan Peraturan

'lKami 4rnta lya[lt,-ggt1r Perintah Nomor 58 Tahun

2008 tentang Pengelolaan
keuangan daerah.

Sela*in itu terdakwa juga
mendatangani surat Per-
mintaan pembaYaran (SPP)

atas proyek Yang tidak se-

suai spesifikasi tersebuL
Hasil pemeriksaan ahli ITB,
bahwi yang terpasang di
hpangan tidak sesuai dengan
spesifikasi Perjanjian kerja.' 

Sementara itu, dari hasil
perhitungan BPKP WilaYah
Bali disebutkan ada keru-
gian Rp 3,7 miliar dalam
kasus ini. Dengan rincian,
pembayaran pipa giv ahun
2ooo itp 9,5 miliar lebih
diambah pembaYaran Pe-
ngadaan pipa giv tahun 20-
16, yaitu Rp 365 jua. Toal
pembayaran RP 9,8 miliar'
Namun hasil Perhitungan,
nilai barang Yang diterimi
adalah Rp 5,8 miliar dan
biaya ongkos angkut RP 307
juta sehingga total RP 6,1
miliar. h rez
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Empat Fraksi DPRD Badung Terima Penjelasan Bupali

. tST

KETUA DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan pemandangan umum
fraksi terkdit penjelasan Bupati Badung AA Gde Agung terhadap enam Ranperda.

cerdasnya rakyat, dan makin mem-
banggakan derajat kesehatan masyarakat
Badung sehingga indeks pembangunan
manusia makin baik.

Menurut catatan, belanja daerah pada
2016 dirancang Rp 3,59 triliun. Belanja tidak

{angsung dirancang Rp 2,07 triliun dan
belanja langsung dirancang Rp 1,52 triliun.
"Pembiayaan daerah dirancang Rp 4,8
miliar,' tegasnya.

Karena itu, Fraksi Golkar bisa menerima
ranperda yang diajukan tersebut menjadi
perda.

Fraksi Demokrat dengan juru bicara I

Nloman Oka Widyantia menyarankan agar
masing-masing SKPD sebagai pengguna
anggaran mengalokasikan anggaran
secara transparan dan akuntabel, seh-
ingga pembiayaan program dapat dilak-
sanakan maksimal untuk kesejahteraan
masyarakat Badung.

Satu catatan fraksi ini terkait dengan
silpa yang cukup tinggi mencapai Rp 198
miliar. 'Ke depan, perencanaan anggaran
perlu lebih matang dan akurat walaupun
disadari silpa bukan sematia-matia karena
salah perencanaan, tetapi dapat juga
karena efisiensi belanja dan peningkatan
pendapatan yang signifikan," katanya.

Pandangan umum Fraksi Gerindra yang
dibacakan oleh I Nyoman Sentana me-
nyorot soal penyisihan PAD dari sektor
pariwisata kepada sejumlah kabupaten,
menurutnya Fraksi Gerindra belum pemah
memperoleh pertanggungjawaban
penggunaan dana tersebut.'Sebagaimana'
layaknya pemilik dana walaupun bukan
pengguna sangat patut dan wajar men-
getahui penggunaannya,' ucapnya. @ as

MANGUPURA, NusaBali dan Ranperda tentang Perubahan APBD
Badung Tahun 2015.

Fraksi PDIP dalam pandangan umum
yang dibacakan oleh Ketua Fraksi I Gusti
Anom Gumanti menyetujui keenam ran-
perda untuk disahkan menjadi perda. Satu
yang menonjol, fraksi ini memberikan
apresiasi kepada Bupati Badung karena
dalam menyusun dokumen anggaran

, daerah tahun ?016 maupun APBD peru-
bahan 2015, rqencemati perkembangan
dan dinamika perekonomian global. "lni
akan sangat b*ar pengaruhnyl terhadap
kondisi perekonomian nasional maupun
daerah," tegasnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I

Wayan Suyasa menyatakan makin tinggi
capaian APBD akan berbanding positif
dengan menurunnya angka kemiskinan,
berkurangnya pengangguran, makin

DPRD Badung menggelar sidang
paripuma membahas pemandangan umum
fraksi terkait penjelasan Bupati Badung AA
Gde Aouno terhadao enam Ranoerda,
nauu (29fli Sidang dipimpin Ketua'DPRD
I Nyoman Giri Prasta bersama wakilnya I

Ketut Suiasa dan I Made Sunarta. Rapat
juga dihadiri Bupati Badung M GdeAgung
bersama Wakil Bupati I Made Sudiana.

Empat ftaksi di DPRD Badung mem-
berikan beberapa koreksi sertia saran atas
enam Ranperda, yakni Ranperda Ke-
bijakan Umum APBD'(KUA) 2016, Ran-
perda Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)APBD 201 6, Ranperda
tentang Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD 2014, Ranperda tentang
Kebiiakan Umum Perubahan APBD 201 5,
Ranirerda PPAS Perubahan APBD 2015,

:ilji'i:it:ss*{n*t|!i I
lw
rp
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Inspektorat Dalami Kasus

Proyek Kantor Desa Delod Peken,

TABANAN, NusaBali
Inspektorat Tabanan tengah

melakukan pembinaan dan men-
dalami pmyek pembangunan l€n-
tor Desa Delod Peken, Kecamatan
Tabanarl Pembinaan dilakl matas
Dermintaan Desa Delod Peken Yang
berkirim sunt ke Bupati Tabanan
melalui Setda yang didisposisi ke
pada lnspektoral Surat Permoho-
iran pembinaan disamPaitran Pada
Rabu (8/7).

KeDala lnsDektorat Tabanan,
Gede Urio Guniwan ditemani ketua
Tim tnspektorat I Gusti NYoman
Susila mingaakan telah benhrk tim
pada Rabu (22/4 unhtk menangani
kisruh proyek pembangunan kantor
Desa Delod Peken Inspektorat telah

berkoordinasi dan mendatangi
Desawai Desa Delod Peken untuk
me-mina dokumen-dokumen ter-
kait pembangunan untuk diPeril$a
Han!€ saia dokumen Yang dibuhlh-

yang tak mau disebutkan nama
dan jabatannya mengatakan bahwa
dirinya tidak berani memberikan
keterangan banyak karena belum
seiizin Perbekel. Namun pihaknya
mengldarifikasi soal telahya pihak
desa memberikan dokumen ke ln-
spelftorat yarig diminta pada Rabu
(22/7) lal't hingga batas waktu
Kamis (23 /7).

Dikatakan pihaknya baru bisa
memberikan dokumen pada Senin
(27/7) disebabkan karena semua
dokumen penting disimpan di
lemari yang kuncinya dipegang
olehnya. Saat itu ia izin tidak masuk
kantor selama 2 hari karena ada
odalan.

'Waktu inspeldorat turun saya
sedang ada odalan dan ngayah, baru
hari minggu diberitahukan oleh
Perbekel, dan Senin saya langsung
serahkan. t(ami tidak tertutup, kami
terbuka," katanya. !{larifikasi pula

kan itu baru diberikan pihak desa,
Serin(27 /7).

"tkmi sedang dalami, belumbisa
disimpulkan apa hasilnya, pemer-
iksaan iru kan tidak bisa dilakukan
sehari dua hari," alih Urip Gunawarl
Rabu [29/7).la mengatakan memi-
likiSOPselama 19 hari keria untuk
mengungkap kesimpulan terkait
proyek pembangunan l(antor Desa
di Delod Peken. lnspektorat memin-
ta bukti dokumen yang asli untuk
diperiksakan diuji serta buldi fisik
yang terpasang akan dicocokkan
dengan bukti nota belanja.

Sementara Perbekel Desa Delod
Peken Komang Gede Restan Wis-
nawa belum bisa dikonfirmasi Saat
didatangi ke kantomya ia mengaku
sedang menerima banyak tamu
dan menyuruh datang besok Se-

dangkan salah satu pegawai Desa

Delod Peken yang ditemui di kantor
Inspektorag Rabu (29/7) kemarin

KANTOR Perbekel Delod Peken Tabanan'

soal pihak desa tak mau memberi-

kan data-data ke Ketari

"Kami ada dokumennya, taPi

untuk memberikan daa dan doku-

men kan harus berkordinasi dulu,

tidak bisa diberikan sembarangan'

Ada undang-undangnYa tidak bisa

sembarangan memberikan data,"

ucapnva. Selain itu ia juga mem-

benarkan bahwa hari ini Perbekel

Delod Peken sedang ada tamu dan

mlal 4, cr55
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